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Pendahuluan

• Perkembangan teknologi transportasi telah melahirkan inovasi berupa sepeda motor
listrik yang menggunakan tenaga baterai sebagai sumber energi. Kendaraan ini
dipandang sebagai solusi ramah lingkungan dan mendukung emisi karbon sesuai
komitmen COP-21.

• Sebagai respon atas perkembangan tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan
seperti insentif pajak dan program konversi motor BBM ke motor listrik. Namun,
peningkatan penggunaan motor listrik menimbulkan kebutuhan akan kepastian
regulasi, terutama dalam hal keselamatan, kelayakan teknis, dan kepastian hukum.

• UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan memang
menjadi dasar hukum utama, namun tidak mengatur secara eksplisit tentang sepeda
motor listrik. Kekosongan ini kemudian coba diisi oleh regulasi turunan dari
kementrian terkait serta oleh pemerintah daerah melalui berbagai perda, pergub, dan
perwali.

• Sayangnya, belum semua daerah memiliki regulasi yang mengatur sepeda motor
listrik, sehingga perlu dilakukan pemerataan regulasi secara menyeluruh untuk
mengidentifikasi kesenjangan hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan bentuk regulasi sepeda motor listrik
di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam perspektif hukum lalu
lintas
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1.Bagaimana potret dari penggunaan motor listrik di Indonesia?

2.Apa saja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan

penggunaan sepeda motor listrik di Indonesia?
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Metode
• Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum

tertulis untuk menjawab isu hukum terkait pengaturan sepeda motor listrik. Fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

• Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data regulasi
dari berbagai wilayah dan menganalisisnya secara statistic untuk melihat pola sebaran dan proporsi regulasi daerah terkait sepeda motor
listrik. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan terukur mengenai bagaimana peraturan kendaran
listrik telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia.

• Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai regulasi seperti Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri, Peraturan
Gubernur, Peraturan Walikota, Peraturan Daerah yang relevan.

• Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan hukum sekunder

seperti literatur hukum, jurnal, serta artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui situs tesmi seperti Peraturan.bpk.go.id dan
Peraturan.go.id dengan kata kunci “kendaraan listrik” dan “bermotor listrik”, disaring menurut jenis peraturan.

• Hasil penelusuran menunjukkan ribuan regulasi terkait, dengan ratusan peraturan daerah dan walikota yang mencantumkan istilah “bermotor
listrik”. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode penafsiran sistematis, yaitu dengan mengaitkan satu regulasi dengan lainnya secara
terpadu dan memperoleh keselarasan norma serta solusi atas permasalahan hukum yang diangkat.
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Hasil
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Pembahasan
• A. Regulasi Umum Sepeda Motor Listrik

• UU No. 22 Tahun 2009 belum definisikan kendaraan listrik secara khusus

• Regulasi tersebar di berbagai tingkatan:

• Peraturan Menteri

• Peraturan Gubernur

• Peraturan Walikota/Bupati

• Peraturan Daerah

• Fokus regulasi: pengujian, konversi, insentif, penggunaan, kendaraan dinas
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Pembahasan

• B. Distribusi Regulasi di Daerah

• Dari 1.639 regulasi:

• 1.112 = kendaraan konvensional

• Hanya 12 (0,73%) = kendaraan listrik

• 7 dari 38 provinsi (18,42%) punya regulasi

• dari 514 kota/kabupaten (0,97%) punya regulasi

• ➡Regulasi kendaraan listrik masih sangat terbatas
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Pembahasan

• C. Regulasi Berdasarkan Kategori

1. Pengujian Kendaraan

• Gunungkidul: lengkap dan teknis

• Bangka Tengah: belum akomodasi motor listrik

• Kota Dumai: akui kendaraan listrik secara eksplisit

2. Penggunaan Umum Kendaraan Listrik

• Provinsi: Sumsel, Sultra, Lampung, Batam

• Fokus: registrasi, kawasan khusus, energi bersih

• Tantangan: belum ada sanksi hukum kuat

3. Kendaraan Dinas Motor Listrik

• Pergub Jatim No. 25/2023

• Bersifat anjuran, belum wajib hukum

• Rencana aksi 2023–2027 tanpa sanksi
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Pembahasan

• Penggunaan di Area Tertentu

• Yogyakarta: pengawasan & sanksi administratif

• Bantul: teknis – usia, helm, kawasan, sewa

• ➡Bantul lebih progresif dari Yogyakarta

• Insentif dan Pajak

• Kalimantan Timur: insentif terbatas

• DKI Jakarta & Sumsel: pembebasan penuh BBNKB

• ➡Perlu harmonisasi kebijakan nasional
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Pembahasan

• Penutup Hasil

• Ketimpangan regulasi pusat & daerah

• Pendekatan daerah masih terfragmentasi

• Perlu harmonisasi & regulasi imperatif

• Dorong insentif & evaluasi berkala
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Manfaat Penelitian

Belum semua daerah memiliki regulasi terkait sepeda motor listrik. Oleh karena itu, penting dilakukan pemetaan terhadap 
regulasi-regulasi di tingkat pusat maupun daerah guna mengetahui sejauh mana pengaturan kendaraan ini telah dilakukan, 
sekaligus untuk mengidentifikasi kesenjangan pengaturan (regulatory gap) yang ada. 
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Kesimpulan

• Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait sepeda motor 
listrik di Indonesia masih mengalami ketimpangan antara tingkat pusat dan daerah. 
Meskipun pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan komprehensif, seperti
insentif fiskal dan panduan teknis, adopsi regulasi di tingkat daerah masih sangat 
rendah, dengan hanya 12 dari 1.639 peraturan yang mengatur secara eksplisit
kendaraan bermotor listrik. Daerah yang telah memiliki regulasi pun menunjukkan
variasi pendekatan, mulai dari administratif, lingkungan, hingga kolaboratif, namun
belum ada yang mengintegrasikan seluruh aspek tersebut secara menyeluruh. Selain
itu, sebagian besar regulasi bersifat anjuran tanpa daya paksa hukum yang kuat, 
sehingga tidak mampu mendorong percepatan transisi energi secara efektif. Oleh 
karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta
penguatan norma imperatif melalui penyusunan peraturan daerah yang lebih konkret
dan mengikat. Pemerintah juga perlu mendorong evaluasi berkala dan pemberian
insentif tambahan untuk meningkatkan kesadaran serta komitmen daerah dalam
mendukung penggunaan sepeda motor listrik berbasis baterai.
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